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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Indonesia adalah negara maritim di daerah tropis yang mempunyai garis 

pantai sepanjang 81 ribu kilometer dan mempunyai 17,5ribu pulau baik 

berpenghuni dan pulau-pulau yang kosong. Pulau-pulau tersebut menyebar 

mulai dari sebelah barat yaitu sekitar Pulau Weh di Aceh, kepulauan Mentawai 

di Sumatera Barat sampai Papua, serta wilayah selatan di seputar Pulau Dana 

di Nusa Tenggara Timur hingga perbatasan Filipina di Miangas, Kabupaten 

Talaud. Sebagai negara kepulauan, dari luas wilayah Indonesia yaitu sekiar 7,7 

juta kilometer persegi, 75 persennya merupakan teritorial pesisir dan laut, yang 

terdapat tiga ekosistem.
1
 

Demikian pula daerah Mentawai merupakan kepulauan, karena terdapat 

99 pulau kecil dan 4 pulau besar, dan 91 persennya merupakan wilayah 

laut.Salahxsatu dari tigaxekosistem penting daerahxpesisir dan sekaligusxsuatu 

sistemxekologi laut yangxmempunyai sifat kompleksxadalah terumbu 

karang.Dalamxekosistem terumbu karangxdiperkirakan lebih darixsatu juta 

spesiesxmendiami ekosistem tersebutxdan telah diidentifikasixlebih dari 93 

ribuxjuta spesies yangxhidup.
2
 

Komunitasxterumbu karang yangxsaling berinteraksi antaraxkomponen 

biotik denganxkomponen abiotik telahxmembuat kawasan pesisirxsebagai 

habitatxperlindungan, pemijahan danxpembesaran berbagai biotaxlaut. Ini 

berartixbahwa dalam ekosistemxterumbu karang mempunyaixkekayaan plasma 
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yangxsangat besar. Terumbuxkarang kendati mempunyaixsifat yang dapat 

pulihxkembali (renewable), namunxkemampuan untuk pulihxkembali bila 

mengalamixkerusakan sangat terbatas. Olehxkarena itu kerusakanxpada 

ekosistem terumbukarangxakan berakibat terputusnyaxhubungan kait-mengkait 

antar komponenxbiotik dan antarxkomponen abiotik, termasukxtidak 

berfungsinya sebagaixpelindung pantai darixombak dan abrasilaut. 

Terumbu karangxmempunyai nilai ekologis,xterumbu karang dilihat 

darixkepentingan kehidupan manusiaxmerupakan sumber bahanxmakanan dan 

sekaligusxsumber bahan obat-obatanxdan kosmetik yang sangatxdibutuhkan 

olehxmanusia masa kinixdan masa mendatang.
3
xKenyataan menunjukkan 

bahwaxsetiap hari tanpaxdisadari penduduk telahxmemanfaatkan sumberdaya 

lautxdan ekosistem terumbuxkarang, antara lainxberbagai jenis ikanxkarang, 

udang- udangan,xdan kerang-kerangan tidakxsekedar untuk konsumsixrumah 

tangga namunxtelah telah menjadixkomoditi ekspor kexluar negeri.  

Selainxitu kondisi lingkungan lautxyang kaya dengan 

keanekaragamanekosistem menjadixobyek wisata baharixyang banyakxdicari 

olehxwisatawan asing, antaraxlain di daerah KabupatenxKepulauan 

Mentawai.KabupatenxKepulauan Mentawai terletakxsekitar 100 KM di 

sebelahxbarat pulau utamax(PulauxSumatera).Kabupaten Kepulauan Mentawai 

memiliki 252 pulau kecil dan 4 pulau besar, dan 91 persennya merupakan 

wilayahlaut.
4
 

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengam keindahan wisata bahari 
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menjadi tempat pilihan untuk pengembangan resort, perhotelan, rumah makan, 

kerajinan, yangxsemuanya akan bermuaraxpada peningkatan kesempatanxkerja 

dan peningkatanxpendapatan masyarakat.Selain darixpada untuk wisataxbahari 

Kabupaten Kepulauan Mentawaitelah dijadikan obyek penangkapan oleh 

nelayan lain, misalnya nelayan yang datang dari Sibolga, Bengkulu dan dari 

Padang. Daerah yang menjadi sasaran penangkapan umumnya sekitar kawasan 

ekosistem terumbu karang, karena ditempat tersebut berkumpul banyak ikan. 

Banyak kegiatan penangkapan ikan di daerah terumbu karang yang tidak ramah 

lingkungan, antara lain menggunakan racun dan menggunakan bom. 

Eksploitasi yang berlebih dengan mengabaikan kaidah konservasi telah 

menimbulkan kerusakan ekosistem terumbuxkarang. 

Kerusakanxterumbu karang dapatxdisebabkan oleh duaxfaktor Alam 

danxaktivitas manusia,faktor alamxyang menyebabkan kematianxseperti  

gempa,Tsunami,pemanasanxglobal,blooming organismexlaut tertentux(Pada 

Predatorxdan Reptide) sedangkanxaktifitas manusia yangxdapat menyebabkan 

kematianxkarang antaraxlain : 

1.Pencemaran 

Pencemaranxdapat berasal darixdarat maupun darixlaut, dari darat 

sepertixsampah rumahxtangga,limbah pabrik,hotel,tambang,pertanian,limbah 

tersebutxmengalir kesungai danxakhirnya mencemari laut dan menyebabkan 

kematian terumbu karang. 

2.xRacun 

Racunxdari akar-akar tanamanxzat kimia (potassium/sianida)digerakan 

untuk menangkapxikan hiasxkarang,hal ini dilakukan disebakan karena ikan 
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hias yang laku dipasaran hanya ikan hias yang tidak cacat,sehingga  cara yang 

dianggap mudah sampai saat ini dengan menggunakan racun.
5
 

Berdasarkan data penelitian dari LIPI pada tahun 2011 kondisi 

persentase penutupanxkarang hidup dibeberapaxtitik pulau Siporaxberkisar 70 

persenxdalam kondisi rusak. Sedangkanxpenelitian Bappeda Kepulauan 

Mentawaixpada tahun 2014 kondisixpersen penutupan karangxhidup di 

beberapaxtitik Selatan PulauxSiberut berkisarxantara 36 persen dalam kondisi 

rusak, termasuk juga di daerah Sikakap mengalami kerusakan berkisar antara 

49 persen.
6
 

Daerah Sikakap secara fisik dan biologis sumberdaya laut menunjukkan 

bahwa daerah ini sangat potensial,namun daerah ini mengalami degradasi 

cukup memprihatinkan. Sikakap terletak di ujung timur Selat Sikakap antara 

Pulau Pagai Utara dengan Pulau Pagai Selatan. Secara administratif kawasan 

ini adalah Desa Sikakap yang merupakan salah satu dari 3 desa di Kecamatan 

Sikakap.Desa sikakap terdiri dari 13 dusun yaitu Sibay-bay, HVA, Sikakap 

Timur, Sikakap Tengah, Sikakap Barat, Mabolak, Mapinang, Seai Baru, Seai 

Lama, Berkat Lama, Berkat Baru, Pinatektek dan Bakat Moga. Dusun-dusun 

tersebut letaknya di kiri-kanan selat yang memanjang kearah barat dari ujung 

timur selat.Konsentrasi permukiman penduduk lebih banyak berada di bagian 

utara selat sejalan dengan perkembangan sarana publik di daerah tersebut 

seperti perkantoran, PLN, pasar, penginapan, pertokoan dan pelabuhan. 

Penduduk di Desa Sikakap berdasarkan data dari Dinas Catatan Sipil 

                                                           
5
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dan Kependidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 berjumlah 

9.947 orang.
7
 Tingkat pendidikan penduduk Desa Sikakap, 5 persen penduduk 

tidak sekolah, 25,4 persen belum tamat Sekolah Dasar (SD), 26,3 persen tamat 

Sekolah Dasar (SD), 23,4 tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),19, 

1 persen tamat SMA dan Perguruan Tinggi. Sebagian besar penduduk Desa 

Sikakap bekerja sebagai nelayan dan petani yang tergolong kepada 

berekonomian lemah atau kurang sejahtera.  

Selanjutnya kerusakan terumbu karang kawasan perairan di Desa 

Sikakap disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat 

pengetahuan tentang terumbu karang antara lain yaitu:
8
 

1. Kurangnya pengetahuan tentang terumbu karang; 

2. Kurangnya pengetahuan tentang fungsi ekologi terumbu karang; 

3. Kurangnya pengetahuan tentang kondisi kondisi terumbu karang; 

4. Kurangnya pengetahuan tentang berbagai alat tangkap yang merusak 

terumbuxkarang; 

Selanjutnya peraturanxperundang-undangan yang berkaitanxdengan 

terumbuxkarang di Desa Sikakap adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomorx5 Tahun 1990xtentangxKonservasi Sumber Daya 

AlamxHayati danxEkosistemnya. 

2) Undang-UndangxNomor 27 Tahunx2007 tentangxPengelolaan Wilayah 

Pesisir danxPulau-Pulau Kecil. 

                                                           
7
Arsip Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 

2019, hlm 24 
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Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, LIPI, Jakarta, hlm 26 
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3) Undang-UndangxNomor 32 Tahunx2009 tentangxPerlindungan dan 

Pengelolan Lingkungan Hidup. 

4) Undang-UndangxNomor 1 Tahunx2014 tentang PerubahanxAtas Undang-

Undang Nomorx27 Tahun 2007xtentang PengelolaanxWilayah Pesisirxdan 

Pulau-PulauxKecil. 

5) Undang-Undang Nomorx32 Tahun 2014xtentangxKelautan. 

6) PeraturanxMenteri KelautanxDan Perikanan RepublikxIndonesia Nomor 

1/Permen-Kp/2014xtentang Lingkup UrusanxPemerintah BidangxKelautan 

DanxPerikanan Tahunx2014 Yang DilimpahkanxKepada GubernurxSebagai 

WakilxPemerintah Dalam RangkaxDekonsentrasi DanxDitugaskan Kepada 

PemerintahxProvinsi Atau PemerintahxKabupaten/Kota DalamxRangka 

TugasxPembantuan. 

7) PeraturanxMenteri Kelautan DanxPerikanan Nomor 23/PERMEN-

KP/2016xtentang PerencanaanxPengelolaan WilayahxPesisir dan Pulau-

PulauxKecil. 

8) Peraturan PemerintahxNomor 60 Tahunx2007 tentang KonservasixSumber 

DayaxIkan. 

9) PeraturanxDaerah Provinsi SumateraxBarat Nomor 2xTahun 2018 tentang 

RencanaxZonasi Wilayah Pesisirxdan Pulau-Pulau KecilxProvinsi Sumatera 

BaratxTahun 2018. 

Bagi masyarakat di Desa Sikakap batu karang merupakan kebutuhan 

pokok sebagai pemenuhan bahan material bangunan. Berdasarkan pengamatan 

kasat mata penulis menunjukkan hampir seluruh bangunan yang ada 

menggunakan pondasi dari batu karang. Berbagai prasarana desa seperti pasar, 
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kantor desa, kantor camat, kantor kepolisian, sekolahan, pondasi rumah 

penduduk, turap pelabuhan Sikakap, turap rumah penduduk yang berbatasan 

dengan laut, rumah-rumah panggung penduduk asli mentawai, tiang-tiang 

penyangga menggunakan batu karang.
9
 

Kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Sikakap, 

menambah parah dan mempercepat kerusakan ekosistem terumbu 

karang.Kerusakanxekosistem terumbuxkarang sangatxberpengaruh terhadap 

hasiltangkapanxikan olehxnelayan secaraxtradisional yaitu adanya 

kecenderungan penurunanhasil tangkapan ikan beberapa tahun terakhir di Desa 

Sikakap Kabupeten Kepulauan Mentawai.
10

 

Perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh penduduk di Desa 

Sikakap merupakanxperbuatan yang dilarangxsebagaimana diaturxdalam Pasal 

35 hurufx(b) Undang-Undang Nomorx27 Tahun 2007xtentang Pengelolaan 

WilayahxPesisir dan Pulau-pulauxKecilsebagaimana berikutxini : 

Pasalx35 

Dalamxpemanfaatan WilayahxPesisir dan Pulau-PulauxKecil, setiap Orang 

secaraxlangsung atauxtidak langsungxdilarang: 

a. Menambang terumbuxkarang yang menimbulkanxkerusakan Ekosistem 

terumbuxkarang; 

b. Mengambil terumbuxkarang di kawasanxkonservasi; 

c. Menggunakan bahanxpeledak, bahanxberacun, dan/atauxbahan lain 

yangxmerusak ekosistemxterumbu karang; 

d. Menggunakanxperalatan, cara, danxmetode lainxyang merusak 

ekosistemxterumbu karang; 

e. Menggunakanxcara danxmetode yang merusakxekosistem mangrove 

yangxtidak sesuai denganxkarakteristik WilayahxPesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil; 

f. Menebangxmelakukan konversi ekosistemxmangrove dixkawasan atau 

zonaxbudidaya yang tidakxmemperhitungkan keberlanjutanxfungsi 

ekologisxpesisir danxPulauPulau Kecil; 

g. Menebangxmangrove di kawasanxkonservasi untukxkegiatan industri, 
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pemukiman,xdan/atau kegiatanxlain; 

h. Menggunakan caraxdan metode yangxmerusak padangxlamun; 

i. Melakukan penambanganxpasir padaxwilayah yangxapabila secara 

teknis,xekologis, sosial,xdan/atau budayaxmenimbulkan kerusakan 

lingkunganxdan/atau pencemaran lingkunganxdan/atau merugikan 

masyarakatxsekitarnya; 

j. Melakukan penambanganxminyak danxgas padaxwilayah yang apabila 

secaraxteknis, ekologis, sosialxdan/atau budaya menimbulkanxkerusakan 

lingkunganxdan/atau pencemaranxlingkungan dan/atauxmerugikan 

masyarakatxsekitarnya; 

k. Melakukan penambanganxmineral padaxwilayah yang apabilaxsecara 

teknisxdan/atau ekologis dan/atauxsosial dan/atauxbudaya menimbulkan 

kerusakanxlingkungan dan/atau pencemaranxlingkungan dan/atau 

merugikanxmasyarakat sekitarnya; 

l. Melakukanxpembangunan fisikxyang menimbulkanxkerusakan 

lingkunganxdan/atau merugikan masyarakatxsekitarnya. 

 

Laranganxsebagaimana yang disebutkanxdalam Pasalx35 huruf (b) 

diatas, dipidanaxdengan pidana penjaraxpaling singkat 2 (dua)xtahun dan 

palingxlama 10 (sepuluh)xtahun dan pidanaxdenda paling sedikit 

Rp2.000.000.000,- (duaxmiliar rupiah) danxpaling banyak Rp10.000.000.000,- 

(sepuluhxmiliar rupiah) sebagaimanaxdiatur dalam Pasalx73 Undang-Undang 

Nomorx27 Tahun 2007xtentang Pengelolaan WilayahxPesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil. 

Lebih lanjut perusakan terumbu karang merupakan perbuatan yang 

dilarang. Karena pengrusakan terhadap terumbu karang merupakan 

pengrusakatan kriteriaxbaku kerusakanxlingkungan hidup yang merupakan 

kritria bakuxekosistem sebagaimana diaturxdalam Pasal  21 ayatx(3) hurufxb 

Undang-UndangxNomor 32xTahun 2009 tentangxPerlindungan dan 

PengelolanxLingkungan Hidup yangxmenjelaskan kriteriaxbaku kerusakan 

ekosistemxmeliputi : “kriteria bakuxkerusakan terumbu karang”. 

Larangan terhadap perusakan terumbu karang yang merupakan 

perusakan kriteria baku kerusakan lingkunganxhidup lebih lanjutxdiatur dalam 
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Pasalx69 Ayatx(1) huruf (a) Undang-UndangxNomor 32 Tahunx2009 tentang 

Perlindunganxdan Pengelolan LingkunganxHidupxyang berbunyi : “setiap 

orangxdilarang melakukan perbuatanxyang mengakibatkanxdan/atau perusakan 

lingkunganxhidup” dan diancam denganxpidana paling singkatx3 (tiga) tahun 

danxpaling lama 10x(sepuluh) tahun danxdenda paling sedikitxRp. 

3.000.000.000.-x(tiga milyar rupiah)xdan palingxbanyak Rp. 10.000.000.000.- 

(sepuluhxmilyar rupiah) sebagaimanaxdiatur dalam Pasalx98 Ayat 

(1)xUndang-Undang Nomorx32 Tahun 2009xUndang-Undang Nomor 32 

Tahunx2009 tentang Perlindunganxdan PengelolanxLingkungan Hidup. 

Berdasarkanxuraian diatas penulisxtertarik untuk membahasxdan 

menganalisispenelitianxini  denganxjudul PENGARUH TINGKAT 

PENDIDIKAN DAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP KESADARAN 

HUKUM MASYARAKAT TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN 

TERUMBU KARANG (CORAL REEF) DI DESA SIKAKAP 

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI. 

B. Rumusan Permasalahan 

Dari uraian dixatas, maka dapatxdirumuskan permasalahanxsebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakahxpengaruh tingkat pendidikan dan sosial 

ekonomiterhadapkesadaran hukummasyarakat tentang larangan pemakaian 

terumbu karang (coral reef)di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan 

Mentawai? 

2. Apasajakah kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan 

untukmeningkatkankesadaran hukummasyarakat tentang larangan 
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pemakaian terumbu karang (coral reef)di Desa Sikakap Kabupaten 

Kepulauan Mentawai? 

C. TujuanxPenelitian 

Tujuanxdalam penelitian inixadalah sebagaixberikut: 

1. Untuk menganalisispengaruh tingkat pendidikan dan sosial 

ekonomiterhadapkesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian 

terumbu karang (coral reef)di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan 

Mentawai. 

2. Untuk menganalisis kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan 

untukmeningkatkankesadaran hukum masyarakat tentang larangan 

pemakaian terumbu karang (coral reef)di Desa Sikakap Kabupaten 

Kepulauan Mentawai. 

D. ManfaatxPenelitian 

Penelitianxini diharapkan dapatxmemberi manfaat,baik secaraxteoritis 

maupunxsecaraxpraktis sebagaimana berikut ini : 

1. ManfaatxTeoritis 

Hasilxpenelitian ini secara teoritis diharapkanxmampu memberikan 

manfaatxbagi perkembanganxIlmu Hukum umumnya dan HukumxPidana 

khususnya. Selain itu, diharapkanxjuga penelitian ini dapatxmenjadi 

literaturxhukum dan menjadixacuan bagi peneliti-xpeneliti lainnyaxdalam 

melakukanxpenelitian yang berkaitanxdengan penelitianxini. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat secara praktis penelitian inixdiharapkan dapat 

memberikanxmasukan danxkontribusi bagixpemerintah umumnya dan 
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PemerintahxDaerah Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya dalam 

membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengankesadaran hukum 

masyarakat terhadap larangan pemakaianterumbu karang (coral reef.) 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kesadaran terhadap larangan 

penggunaan terumbu karang (coral reef). 

E. KerangkaxTeoritis Dan KerangkaxKonseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Teorixyang dapat dijadikan acuan dalam membahas pengaruh 

tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaianterumbu 

karang (coral reef)di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan MentawaiDengan 

menggunakan beberapaxteori yang berkaitanxdengan penelitianxini sebagai 

berikut : 

a. Teori KesadaranxHukum 

Dixdalam ilmu hukumxdikenal adanya beberapaxpendapat 

mengenai kesadaranxhukum. Ada yangxmerumuskan bahwa kesadaran 

hukumxmerupakan satu-satunya sumberxdari hukum danxkekuatan 

mengikatnyaxhukum, serta keyakinanxhukum individu dalam  

masyarakatxyang merupakan kesadaranxhukum individuxadalah dasar 

atauxpokok terpenting darixkesadaran hukum masyarakat.xKesadaran 

hukumxmerupakan salah satuxunsur penting selainxunsur ketaatan 

hukumxyang sangat menentukanxefektif atau tidaknyaxpelaksanaan 

hukum atauxperundang-undangan di dalamxmasyarakat. 

MenurutxKrabbe, kesadaran hukumxmerupakan kesadaranxatau nilai-



12 
 

 
 

nilaixyang terdapat dixdalam diri manusia,xtentang hukum yangxada 

atauxtentang hukum yangxdiharapkan ada.
11

 

Pengertianxlain mengenai kesadaranxhukum, dijelaskan 

olehxSoerjono Soekanto bahwaxkesadaran hukum ituxmerupakan 

persoalan nilai-nilaixdan konsepsi-konsepsi abstrakxyang terdapatxdalam 

diri manusia,xtentang keserasianxantara ketertiban danxketentraman 

yang dikehendakixatau sepantasnya. Lebihxlanjut Kutschincky dalam 

bukunyaxSoerjono Soekanto,xantara lain:
12

 

1) Pengetahuanxtentang peraturan-peraturanxhukum; 

2)  Pengetahuanxtentang isixperaturan-peraturan hukum; 

3) Sikapxterhadap peraturan-peraturanxhukum; 

4) Pola-pola perikelakuanxhukum. 

Kesadaranxhukum mempunyai beberapaxkonsepsi, salah satu 

diantaranyaxadalah konsepsi mengenaixkebudayaan hukum.Konsepsi ini 

mengandungxajaran-ajaran kesadaran hukumxyang lebih banyak 

mempermasalahkanxkesadaran hukum yangxdianggap sebagai mediator 

antaraxhukum dengan perilakuxmanusia, baik secaraxindividual maupun 

kolektif.MenurutxScholten yang dimaksudxdengan kesadaran hukum 

adalah:
13

 

Kesadaranxyang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau 

apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup  kejiwaan 

kita dengan mana kita membedakan antara  hukum (recht) dan tidak 

hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak 

seyogyanya dilakukan. 
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PendapatxLaica Marzuki bahwaxpengertian kesadaranxhukum 

yaitu:
14

 

Pertama-tamaxbertitik tolak darixpemahaman yang 

memandangxbahwa kesadaranxhukum merupakan bagianxalam 

kesadaranxmanusia.Hanya pada manusiaxyang beradaxdalam kondisi 

kesadaranxyang sehat sertaxadekuat (composxmenitis) dapat 

bertumbuhxdan berkembang penghayatanxkesadaran 

hukum.Kesadaranxhukum bukan bagianxdari alamxketidaksadaran 

manusia,xmeskipun pertumbuhannya dipengaruhixoleh naluriah 

hukumx(rectsinstinct) yangxmenempati wujud bawahxperaaan hukum 

(lagerexvorm vanxrechtsgevoed). 

 

b. Teori EfektifitasxHukum 

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh LawrencexM. 

Friedman. MenurutxLawrence M.Friedman, bahwaxhukum terdiri darix3 

komponenxyaitu structure, substancexdan legalxculture.
15

 

Komponen pertama,xStruktur adalah menyangkutxlembaga-

lembaga yang berwenangxmembuat dan melaksanakanxundang-undang 

(lembagaxpengadilan dan lembagaxlegislatif). Komponenxkedua, 

Substansixyaitu materi atauxbentuk dari peraturanxperundang-undangan 

danxkomponen ketiga, budayaxhukum adalah apaxyang disebut sebagai 

sikapxorang terhadapxhukum danxsistem hukum,xyaitu menyangkut 

kepercayaanxakan nilaixdan pikiran. 

LowrencexM. Friedman mengemukakanxempat fungsixsistem 

hukum:
16

 

1) Sebagaixbagian dari kontrolxsosial (social control)xyang mengatur 

perilakuxmanusia 
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2) Sebagaixsarana untukxmenyelesaikan sengketa 

(disputexsettlement) 

3) Sistemxhukumxmemiliki fungsi sebagaixsocial engineering fuction 

4) Hukum sebagaixsocialxmaintenance, yaituxyang menekankan 

perananxhukum sebagai pemeliharaanx“status quo” yangxtidak 

menginginkanxperubahan. 

 

c. Teori BekerjanyaxHukum 

MenurutxRobert B. Seidmenxdalam Satjipto Raharjo,xsebagai 

berikut:
17

 

1) Setiapxperaturan hukum menurutxaturan-aturan danxmemerintahkan 

pemangkuxperan seharusnyaxbertindak danxbertingkah laku. 

2) Responxdan tindakan yangxdilakukan oleh pemangkuxperan 

merupakanxumpan balik darixfungsi suatu peraturanxyang berlaku, 

termasukxsanksi-sanksi yaitu kinerjaxdan kebijakan lembaga 

pelaksanaanxatau penetapan peraturanxdan lingkungan strategisxyang 

memengaruhinya. 

3) Tindakan-tindakanxyang diambil olehxlembaga-lembaga pelaksanaan 

peraturanxsebagai responxterhadap peraturan hukumxyang berlaku 

besertaxsanksi-saksinya danxseluruh kekuatanxdalam lingkungan 

strategisxterhadap  yangxmemengaruhi dirinya, secaraxumpan balik 

sebagaixrespon dari pemangkuxperan atau dikenaixperaturan hukum. 

4) Tindakan yangxdiambil olehxpembuat undang-undang,xjuga 

merupakanxfungsi peraturan hukumxyang berlaku, termasukxsanksi-

sanksinya danxpengaruh seluruhxkekuatanxstrategis 
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terhadapxdirinya,xsertaxumpan balik yangxdatangnya darixpemangku 

peran,xpelaksanaan danxpenerapan peraturan. 

Selanjutnyaxteori bekerjanya hukumxMenurut RobertxB. 

Seidmenxsebagaimana baganx1 berikut ini: 

Bagan 1 

Teori Bekerjanya Hukum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dalam buku Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, 

Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, hlm 69 
 

 Dari bagan di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa
18

 : 

a) Setiapxperaturan hukum memberitahukanxtentang bagaimana seorang 

pemegangxperanan (rolexoccupant) ituxdiharapkan bertindak. 

Bagaimanaxseseorang ituxakan bertindak sebagaixrespons terhadap 

peraturanxhukum merupakanxfungsi peraturanxyang ditujukan 

kepadanya,xsanksi-sanksinya, aktivitasxdari lembaga-lembaga 

pelaksanaxserta keseluruhan komplekxsosial, politikxdan lain-lainnya 

mengenaixdirinya. 
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b) Bagaimanaxlembaga-lembaga pelaksanaxitu akan bertindakxsebagi 

responxterhadap peraturan-peraturan hukumxyang ditujukanxkepada 

mereka,xsanksi-sanksinya, keseluruhanxkompleks kekuatanxsosial, 

politikxdan lain–lainnya yangxmengenai dirixmereka serta 

umpanxbalik yangxdatangxdari pemegangxperanan. 

c) Bagaimanaxpara pembuatxundang-undang itu akanxbertindak 

merupakanxfungsi  peraturan-peraturan yangxmengatur tingkahxlaku 

mereka,xsanksi-sanksinya, keseluruhanxkompleks kekuatanxsosial, 

politik,xideologi dan lain-lainnyaxyang mengenaixdiri mereka serta 

umpanxbalik yang datangxdari pemegangxperan birokrasi.
19

 

Dari uraianxdiatas, maka teori yang dipakai untuk menganalisis 

terkaitpengaruhtingkat kesadaran hukum masyarakat tentang larangan 

pemakaianterumbu karang (coral reef)di Desa Sikakap Kabupaten 

Kepulauan Mentawaiadalah teori kesadaran hukum dariKutschincky. 

2. KerangkaxKonseptual 

Kerangkaxkonseptual merupakan susunanxkontruksi logikaxyang 

diaturxdalam rangkaxmenjelaskan variabelxyang diteliti.Adapunxkerangka 

konseptualxdalam penelitianxini adalahxsebagaixberikut : 

1. Kesadaran Hukum 

Dalam KamusxBesar BahasaxIndonesia (KBBI)xkesadaran 

hukumxadalah kesadaranxseseorang akanxnilai-nilai yang 

terdapatxdalam dirixmanusia mengenaixhukum yangxada. Arti lainnya 
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darixkesadaran hukumxadalah kesadaran seseorangxakan pengetahuan 

bahwaxsuatu perilakuxtertentu diaturxolehxhukum. 

 

 

2. Masyarakat 

Pengertianxmasyarakat adalah suatuxkelompok manusia yang 

hidupxsecara bersama-sama dixsuatu wilayah danxmembentuk sebuah 

sistem,xbaik semixterbuka maupun semixtertutup, dimana interaksixyang 

terjadixdi dalamnyaxadalah antara individu-individuxyang ada di 

kelompokxtersebut. 

Secara etimologisxkataxmasyarakat berasal darixbahasa Arab, 

yaitux“musyarak” yang artinyaxhubungan (interaksi).xSehingga definisi 

masyarakatxadalah suatuxkelompok manusia yangxhidup bersama-sama 

dixsuatu tempat danxsaling berinteraksixdalam komunitasxyang teratur. 

Suatuxmasyarakat terbentuk karenaxsetiap manusiaxmenggunakan 

perasaan,xpikiran, dan hasratnyaxuntuk bereaksixterhadap 

lingkungannya.xHal tersebut menunjukkanxbahwa manusia adalah 

mahlukxsosial yangxsecara kodratixsaling membutuhkanxsatu sama 

lainnya. 

MenurutxPaul B. Harton, pengertianxmasyarakat adalah 

sekumpulanxmanusia yang relatifxmandiri, hidupxbersama-sama 

dalamxwaktu relatif cukupxlama, mendiamixsuatu wilayah tertentu, 

memilikixkebudayaan yangxsama, dan melakukanxsebagian besar 

kegiatanxdalam kelompok manusiaxtersebut.Menurut Ralp Linton, 
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pengertianxmasyarakat adalah sekelompokxmanusia yang hidup dan 

bekerjaxsama cukup lamaxsehingga mereka dapatxmengatur diri mereka 

danxmenganggap dirixmereka sebaga suatuxkesatuan sosialxdengan 

batas-batasxyang dirumuskan secaraxjelas. 

 

3. Larangan 

MenurutxKamus Besar BahasaxIndonesia laranganxadalah 

memerintahkanxsupaya tidak melakukanxsesuatu atau tidak 

memperbolehkanxberbuat sesuatu.xLarangan padaxintinya adalah segala 

halxyang tidakxboleh dilakukan, apabilaxmelanggarnya bisa 

mendapatkanxsanksi atauxdenda. 

4. Terumbu Karang (Coral Reef) 

Terumbuxkarang merupakan ekosistemxyang khasxperairan 

tropis.xMenurut Silviana Timotiusxdalam “LaporanxPengamatan Jangka 

PanjangxTerumbu Karang KepulauanxSeribu” terumbuxkarang 

merupakanxstruktur dasar lautanxyang terdirixdari deposit kalsium 

karbonatx(CaCO3) yangxdapat dihasilkan olehxhewan karang 

bekerjasamaxdengan alga penghasilxkapur.
20

Sedangkan hewanxkarang 

adalahxhewan yang tidakxbertulang belakangxtermasuk kedalam filum 

Coelenteratax(hewan berongga)xatau Cnidaria.Satuxindividu karang atau 

disebutxpolip karangxmemunyai ukuran yangxberanekaragam dimulai 

darixpolip yang berukuranxkecil (±x1 mm) sampaixyang 

berukuranxbesar (>50xcm). Namunxpada umumnya polipxkarang 
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berukuranxkecil walaupun polipxpada jenis mushroomx(jamur) 

ukurannya cukupxbesar. Aktivitasxbiota akanxmembentuk suatu 

kerangkaxatau bangunan darixkalsium karbonatx(CaCO3) sehingga 

mampuxmenahan gelombang lautxyang kuat. 

 

 

F. MetodexPenelitian 

1. MetodexPendekatan. 

Metodexpendekatan dalamxpenelitian inixadalah yuridis sosiologis 

(socio-legal approach) yaituxsuatu studixyang meninjau hukumxsebagai 

faktaxsosial yang biasaxtersimak dalam pengalamanxsebagai polaxperilaku 

dalamxwujud pranata sosialxatau institusixsosial, kajian hukumxyang 

mengkonsepkanxdan menteorikan hukumxsebagai gejala sosialxyang positif 

danxempiris.
21

 

2. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

lapangan/masyarakat dengan melakukan wawancara kepada informan 

yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan. Untuk memperoleh 

data primer penulis mempersiapkan angket dengan item-item pertanyaan 

yang sudah ditentukan dan disebarkan kepada masyarakat di sekitar objek 

penelitian. Dalam pemilihan informan menggunakan sistem snowball 
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dimana informan yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan 

pertimbangan bahwa informan mengetahui objek yang sedang ditelitidan 

dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.
22

 Seperti 

perangkat-perangkat desa, Kepala-kepala dusun , organisasi-organisasi 

nelayan dan masyarakat disekitar objek penelitian. 

Adapun informan tersebut terdiri dari : 

1) Kepala Desa Sikakap San Andi Iklas,SS,MM ( 1 orang Kepala Desa); 

2) Kepala-kepala Dusun di Desa Sikakap (5 Kepala Dusun di Desa 

Sikakap); 

a. Kepala Dusun Sibaybay Jelpin Saleleubaja 

b. Kepala Dusun HVA Sikakap Rejenis Samofo 

c. Kepala Dusun Masabuk Jaya Haradet Sababalat 

d. Kepala Dusun Mapinang Jon Samalaisa 

c. Kepala Dusun Sikakap Tengah Sairin 

 

3) Organisasi nelayan di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai 

(3 organisasi nelayan di Desa Sikakap); 

a. Kelompok Nelayan Saiyo Sakato 

b. Kelompok Nelayan Bina Usaha 

c. Kelompok Nelayan Jaring Apung 

 

4) Masyarakat di sekitar pesisir pantai Desa Sikakap ( 5 orang masing-

masing Dusun di Desa Sikakap). 

1. Hiras Parholongan saleleubaja 

2. Ripal Sakerebau 

3. Triwan Saleleubaja 
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Cipta, Jakarta, hlm 16. 



21 
 

 
 

4. Tinus Gea 

5. Prengki Saogo 

6. Pheni Caniago 

7. Hardi Saleleubaja 

8. Buyung 

9. Ijontus 

10. Maralus 

11. Barmen 

12. Swarda 

13. Rejenis Samofo 

14. Haradet Sababalat 

15. Jelpin Saleleubaja 

16. Jakirman 

17. Wido Simamora 

18. Jon Samaloisa 

19. Sairin 

20. Horison 

21. Arlius Saogo 

22. Carles Damanik 

23. Ranto 

24. Budi Zalukhu 

25. Amon  

b. Data Sekunder 

Dataxsekunder adalahxdata tambahan atauxdata pendukungxyang 

memilikixkekuatan mengikat kexdalam, yangxdiperoleh darixbahan-

bahan berupaxcatatan, dokumen, laporanxdan sumber-sumber lainxyang 

berhubunganxdengan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 
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Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia(kkp.go.id. 

 

Peta diatas merupakan KecamatanSikakap, Kabupaten Kepulauan 

Mentawai.Kecamatan sikakap terdiri dari 3 Desa (Sikakap, Muaro Taikako, 

Matobe) dan13 Dusun. Dalam penelitian ini penulis memilih Desa Sikakap 

karena kerusakan terumbu karang (Coral Reef) sangat parah dibandingkan 

desa-desa lainnya di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai.  

4. InstrumenxPenelitian 

Instrumenxpenelitian adalahxpeneliti sendiri yangxbertindak sebagai 

perencana,xpelaksanan danxpengumpul dataxdan melakukan analisis, 

menafsirkanxdata sertaxmenyusun laporanxpenelitian  padaxlangkah 

berikutnyaxberusaha mencarixdata denganxmencatat hasilxwawancara dari 

informanxyang berkaitanxdengan objekxyang sedang 

diteliti.Dalamxpenelitian inixuntuk mengetahui tingkatxkesadaran hukum 

masyarakatxtentang laranganxpemakaian terumbu karangx(coral 

reef)dixDesa SikakapxKabupaten KepulauanxMentawaipenulis 

mempersiapkanxalat-alat tulisxberupa, pensil, pena,xbuku. Selainxitu juga 
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disiapkan kuisioner dengan item-item pertanyaan yang sudah ditentukan 

untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di lokasi penelitian. 

5. TeknikxPengumpulan data 

Berdasarkanxtujuan penelitian, makaxteknik pengumpulan 

dataxyang dilakukanxadalah : 

a. Studi Dokumen 

Dokumen adalahxsetiap bahanxyang tertulis baikxyang 

dipersiapkanxuntuk penelitian, pengujianxsuatu peristiwa atauxrecord 

berupaxarsip dan dokumenxyang berkaitanxdengan penelitian. 

b. WawancaraxMendalam 

Dalamxwawancara mendalamx(indepth interview)xmemberikan 

kesempatanxsecara terbuka danxkebebasan kepada informanxuntuk 

berbicaraxsecara luasxdan mendalamxsepanjang yangxrelevan dengan 

objekxpenelitian ini. 

6. Teknik Pengolahandan Analisis Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data, makaxdata yangxdiperoleh 

kemudianxdipilih dan dikelompokkanxsesuai dengan fenomenaxyang diteliti 

danxdigunakan analisisxsecara kualitatif, dimanaxdata yangxterkumpul 

dalamxbentuk transkrip interviewdanxcatatan dilapanganxdianalisis secara 

deskriptifxuntuk menghasilkan suatuxkesimpulan dalamxpenelitian ini. 

 

 

 

 


